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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga BBPOM di 

Mataram senantiasa hadir memberikan pelayanan prima dan 

melindungi masyarakat Nusa Tenggara Barat dari Obat dan 

Makanan yang berisiko terhadap kesehatan 

 

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI, Balai Besar 

POM di Mataram bertanggungjawab melaksanakan tugas 

fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Evaluasi terhadap pertanggungjawaban 

kinerja dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan 

dalam mendukung pencapaian kinerja, visi, misi dan tujuan 

organisasi selama tahun 2019, kami sampaikan dalam bentuk 

Laporan Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2019. 

 

Laporan Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2019 ini 

memberikan informasi tentang keberhasilan pencapaian 

sasaran, permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi 

serta solusi pemecahan masalah dalam pelaksanaan Rencana 

Strategis (Renstra) 2015-2019 dan revisinya.  
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Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH 
Kepala Balai Besar POM di Mataram 
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Tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan 

Renstra BBPOM di Mataram tahun 2015-2019, beberapa 

upaya peningkatan kinerja telah dilakukan yang tercermin 

pada pencapaian indikator sasaran strategis. Disamping itu 

juga telah dilakukan analiasa terhadap permasalahan dan 

kendala yang terjadi pada pelaksanaan program dan kegiatan 

selama tahun 2029, sehingga ditemukan akar masalahnya 

untuk dapat dicarikan solusi yang tepat dalam mengatasinya. 

 

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi, maka seluruh 

pelaksanaan kegiatan program pengawasan Obat dan 

Makanan tahun 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah 

berhasil dilaksanakan dengan efisien. 

 

Kiranya, tanpa kerjasama dan dukungan berbagai pihak 

capaian prestasi tersebut akan sulit terwujud. Untuk itu, kami 

menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-

tingginya kepada lintas sektor/pemangku kepentingan terkait 

yang turut memberikan kontribusi dan dukungan dalam 

menjalankan tugas fungsi Pengawasan Obat dan Makanan 

yang semakin kompleks di Nusa Tenggara Barat. 

 

Semoga Laporan Kinerja Balai Besar POM di Mataram Tahun 

2019 ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja 

yang lebih baik dalam mewujudkan Obat dan Makanan aman 

untuk dikonsumsi oleh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara 

Barat. 

 

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb. 
 

 

Mataram, 13 Februari 2020 

Kepala Balai Besar POM di Mataram 

 

 

 

 

 

Dra. Ni GAN Suarningsih Apt., MH 
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Balai Besar POM (BBPOM) di Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (Badan POM) sesuai Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana UPT BPOM diklasifikasikan menjadi Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan Tipe A, Balai Pengawas Obat dan Makanan Tipe B, dan Loka 

Pengawas Obat dan Makanan. Untuk Provinsi NTB terdapat 1 (satu) Loka POM di Kabupaten Bima dengan wilayah 

kerja Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. 

Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Badan POM dimana terdapat perubahan struktur organisasi UPT. Wilayah kerja BBPOM di Mataram 

mencakup 7 Kabupaten/Kota di luar wilayah Loka POM di Kabupaten Bima. Loka POM Bima di Kabupaten Bima 

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan POM. Hubungan Balai dengan Loka POM di Kabupaten Bima 

bersifat koordinatif, dimana Balai Besar POM di Mataram sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Bima. Target kinerja Loka POM di Kabupaten Bima 

menjadi bagian target kinerja Balai Besar POM di Mataram. 

Peraturan PerUndang-Undang (UU) yang menjadi landasan teknis tugas dan fungsi BBPOM di Mataram  antara lain 

(i) UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan ; (ii) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juncto PP Nomor 

109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi 

kesehatan; (iii) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (iv) PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 

UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (v) PP Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekusor; (vi) Nomor 28 

Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; (vii) PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan 

Sediaan Farmasi dan (viii) PP Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan 
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BBPOM di Mataram secara garis besar memiliki empat inti kegiatan dilihat dari fungsinya, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBPOM di Mataram dan Loka POM di Kabupaten Bima sebagai UPT Badan POM memiliki tugas pokok 

melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan  sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan memiliki fungsi antara lain : 

• Penyusunan rencana dan program pengawasan Obat dan Makanan; 

• Pelaksanaan pemeriksaan sarana / fasilitas produksi Obat dan Makanan; 

• Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana /fasilitas 

kefarmasian; 

• Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan; 

• Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; 

• Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan; 

• Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

• Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

• Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

• Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan 

• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

 

 

 

Gambar 1.1. Empat Inti Kegiatan sesuai Fungsi BBPOM di Mataram 

Gambaran Umum Organisasi 
BBPOM di Mataram 

Struktur Organisasi 
BBPOM di Mataram 
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Gambaran Umum Organisasi 
BBPOM di Mataram 

Struktur Organisasi 
BBPOM di Mataram 

Aspek Strategis Organisasi 
 
 
 
 

Gambar 1.2. Layanan Laboratorium Unggulan dan Rujukan 
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Selain melakukan pengujian rutin sampel DIPA, 

BBPOM di Mataram juga melakukan pengujian pihak 

ekternal, diantaranya sampel Obat dan Makanan dari 

Dinas Kesehatan, Instansi swasta maupun pemerintah, 

termasuk sampel Barang Bukti kasus NAPZA dari 

Kepolisian. Hal ini mengingat BBPOM di Mataram 

merupakan salah satu laboratorium yang dapat 

melakukan pengujian NAPZA, khususnya di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. Melalui pengujian sampel 

eksternal (pihak ke-3) ini, capaian penerimaan PNBP 

setiap tahunnya selalu melampaui target yang 

ditetapkan sehingga secara lansung berdampak 

terhadap penerimaan PNBP Badan POM.  

 

 

 

BBPOM di Mataram secara proaktif menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku 

kepentingan, baik unsur Pemerintah, Pelaku usaha, Perguruan Tinggi, Media, serta Organisasi 

Kemasyarakatan untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat aman untuk 

dikonsumsi.   

Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BBPOM di Mataram yaitu: Jejaring Keamanan Pangan Daerah 

(JKPD) di Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota; Nota Kesepahaman Pengawasan Obat dan Makanan dengan 

Kabupaten/Kota; Jejaring Pengawasan Pangan Halal dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB dan 

Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB; Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Provinsi NTB; 

MoU dengan beberapa Kepala Desa yang sudah memiliki Website; Kwarda Pramuka Provinsi NTB; KPID 

Provinsi NTB; serta Dinas Pendidikan Provinsi NTB. Perkuatan jejaring ini didukung dengan terbitnya 

Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Obat dan Makanan, Instruksi Gubernur Nusa 

Tenggara Barat tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan 

dan Pengawasan Obat dan Makanan di daerah. 
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Memperkuat Kemitraan 
 
 
 
 

Suasana On The Job Training dalam rangka  
peningkatan kompetensi penguji  
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Demi tercapainya pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien, peraturan perundang-

undangan yang kuat mutlak diperlukan. Sebagai Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai 

tugas pengawasan, tidak hanya membutuhkan regulasi teknis tetapi juga perlu adanya regulasi yang 

bersifat administratif dan strategis. 

 

 

 

JKN adalah bentuk perlindungan sosial dari Negara yang bertujuan agar setiap rakyat dapat memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan yang layak. Implementasi JKN berdampak langsung maupun tidak langsung 

terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsungnya adalah peningkatan produksi obat untuk 

kebutuhan JKN. Peningkatan produksi obat menjadi tantangan bagi Badan POM, khususnya BBPOM di 

Mataram dalam melakukan pengawasan terhadap mutu, keamanan dan khasiat obat. Selain hal tersebut, 

BBPOM di Mataram juga dituntut untuk lebih giat dalam melaksanakan farmakovigillance. 

 

 

 

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berperan dalam menyumbang pencapaian tujuan dariSustainable 

Development Goals (SDGs) terutama tujuan nomor dua, yaitu End hunger, achive food security and 

improve nutrition, and promote sustainable agriculture serta tujuan nomor tiga, Ensure Healthy live and 

promote well-being for all of ages. 

Tujuan nomor dua dapat tercapai apabila produsen pangan olahan yang telah diinspeksi dan dibina 

menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP) dan menjamin mutu produknya termasuk nilai nutrisi 

sesuai dengan kebijakan teknis yang dibuat BADAN POM/Standar Nasional Indonesia/standar 

internasional, yang mana akan bermuara kepada terjaminnya keamanan serta mutu produk obat dan 

makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. 

Sedangkan terkait tujuan SDGs nomor tiga, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, 

termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang terjangkau, aman, efektif, dan 

bermutu. Kontribusi untuk mencapai kondisi ini adalah ketersediaan Obat yang aman, berkhasiat, dan 

bermutu di sarana pelayanan kesehatan dan pangan yang aman dan bergizi.  Tantangan bagi BBPOM di 

Mataram ke depan adalah intensifikasi pengawasan post-market, serta pembinaan bagi pelaku usaha agar 

mampu secara mandiri menjamin mutu produknya. 
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Indonesia merupakan salah satu Negara yang tergabung dalam Kawasan Perdaganag Bebas. Hal tersebut 

menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum 

tentu terjamin keamanan dan mutunya. Untuk itu, masyarakat membutuhkan sistem pengawasan dan 

perlindungan yang kuat untuk memberikan jaminan keamanan dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan 

tersebut. Perdagangan bebas akan menghadirkan berbagai mengandung bahan berbahaya. 

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu destinasi wisata Internasional, sehingga arus 

wisatawan domestik dan mancanegara berpotensi meningkatkan peredaran obat ilegal. Dampak dari 

globalisasi dan perdagangan bebas harus disikapi BBPOM di Mataram dengan strategismelalui perkuatan 

pengawasan post market di Provinsi NTB. 

 

 

 

Kemajuan teknologi dibidang kesehatan yang semakin pesat memunculkan berbagai inovasi yang 

memungkinkan banyak sarana mampu memproduksi produk obat dan makanan dalam skala yang lebih 

besar dengan potensi peredaran yang semakin luas hingga ke pelosok daerah. Teknologi informasi juga 

menjadi perhatian BBPOM di Mataram. Selain memungkinkan akses yang lebih mudah dalam  memberikan 

pelayanan informasi publik kepada masyarakat, juga terdapat dampak negatif yang patut diwaspadai, 

seperti peredaran produk illegal melalui media online dan menyebarnya informasi bohong alias hoax. 

 

 

 

Adanya Otonomi Daerah mengakibatkan beberapa fungsi pengawasan obat dan makanan dilimpahkan 

pada daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Supaya tugas pokok dan fungsi Pengawasan Obat dan 

Makanan oleh BBPOM di Mataram dan Loka POM di Bima berjalan dengan baik, diperlukan komitmen 

yang tinggi dan dukungan serta kerjasama yang baik dari para pelaku usaha, mitra, dan pemerintah daerah 

untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan 

harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah pusat 

dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, dan antara pihak swasta dengan mendayagunakan potensi 

yang dimiliki masing-masing pihak. 

 

 

 

Globalisasi dan Perdagangan Bebas 
 

Kemajuan Teknologi dan Informasi 
 

Otonomi Daerah 
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Dinamika Pengawasan Obat dan Makanan tidak terlepas dari peran perubahan 

lingkungan  strategis yang dinamis yang sangat mempengaruhi tugas dan fungsi 

pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat beberapa permasalahan yang 

mempengaruhi kebijakan dan strategi Pengawasan Obat dan Makanan, 

permasalahan strategis telah diidentifikasi dalam review Renstra 2015 -2019 

 

 

 

Peredaran Produk Ilegal. Potensi Peredaran produk 

ilegal semakin meningkat dan dapat dilakukan melalui 

transaksi langsung maupun secara online. 

Perkembangan teknologi dan komunikasi dalam 

perdagangan bebas berakibat pada semakin 

berkurangnya sekat wilayah (borderless), serta 

menambah jalur distribusi perdagangan komoditi yang 

masuk dalam cakupan pengawasan baik yang legal 

maupun ilegal.  

Peningkatan jumlah kasus obat dan makanan ilegal yang 

terungkap di seluruh Indonesia termasuk di wilayah 

NTB menunjukkan potensi peredaran produk ilegal 

semakin besar. Hal ini disebabkan karena adanya celah 

pengawasan sebagai akibat tidak sebandingnya sumber 

tenaga PPNS dengan luas wilayah dan jumlah 

penduduk. Kemungkinan adanya bahan berbahaya pada 

beberapa produk ilegal juga perlu diwaspadai.   

 

 

 

 

 

Balai Besar POM di Mataram  bekerjasama dengan 

kepolisian melakukan penberantasan penjualan produk 

ilegal. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah adanya 

produk illegal atau mengandung bahan berbahaya. 

Disamping itu, Balai Besar POM di Mataram  juga 

bekerja sama dengan Asosiasi perusahaan jasa 

ekspedisi (Asperindo) untuk terlibat dalam pengawasan 

dengan melaporkan ke Balai Besar POM apabila 

menemukan paket yang diindikasikan terdapat obat dan 

makanan ilegal.  

Menjadi tantangan bagi BBPOM di Mataram serta Loka 

POM di Bima khususnya dalam mempersempit ruang 

gerak peredaran produk ilegal di Provinsi NTB. Selain 

dengan terus meningkatkan kompetensi PPNS, kerja 

sama dengan pihak Kepolisian khususnya pada proses 

penindakan serta komitmen saksi juga perlu lebih 

ditingkatkan 
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Salah satu langkah yang telah ditempuh oleh Badan 

POM adalah penandatanganan nota kesepahaman 

atau MoU mengenai Peningkatan kerjasama dalam 

rangka Pengawasan & Penyidikan Tindak Pidana di 

Bidang Obat dan Makanan antara Kepala Badan 

POM dan Kapolri. Dengan adanya MoU terjadi 

perkuatan koordinasi PPNS dan pihak Polri maupun 

lintas sektor lainnya termasuk Badan POM dengan 

kepala BIN dan jaksa Agung dalam hal penindakan 

tindak pidana di bidang Obat dan Makanan ditingkat 

daerah. 

 

Kasus Stunting di NTB. Provinsi NTB adalah salah 

satu Provinsi yang memiliki nilai IPM Nomor 4 

terendah, salah satu faktor yang menyebabkan IPM 

rendah yaitu kasus stunting yang tinggi di Provinsi 

NTB. Berdasarkan data Jumlah kasus stunting di NTB 

tergolong sangat tinggi, yaitu mencapai 37,2 persen. 

Dikhawatirkan, bonus demografi di Indonesia pada 

2030 bisa menjadi ancaman di daerah ini jika 

persoalan stunting tidak diatasi dari sekarang.  

Kasus ini dapat diminimalisasi dengan perbaikan 

kualitas konsumsi pangan melalui peran industri dan 

pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan yang 

terjangkau, beragam, aman, dan bergizi, diantaranya 

dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting.  

Penurunan stunting dapat diintervensi dari berbagai 

aspek diantaranya pengawasan produk fortifikasi 

(tepung terigu dan garam beryodium), upaya 

tersebut diupayakan melalui verifikasi cara produksi 

pangan yang baik.  

Selain itu, dilakukan pengawasan terhadap produk 

pangan di sarana produksi maupun di sarana 

distribusi, pengujian laboratorium terhadap 

parameter keamanan mutu dan gizi pangan, 

Pengawasan terhadap kesesuaian label serta 

pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan 

yang beredar melalui sampling dan pengujian. 

Peningkatan peran pemerintah daerah dan tokoh 

masyarakat dalam menjamin keamanan dan mutu 

pangan serta pemberdayaan tokoh masyarakat 

dalam perubahan perilaku untuk membangun budaya 

keamanan dan mutu pangan dengan sumber daya 

lokal. 

 

Lemahnya Penegakan Hukum. Peredaran produk 

ilegal masih menjadi permasalahan utama di Provinsi 

NTB. Tindak pidana obat dan makanan didominasi 

oleh peredaran produk ilegal khususnya untuk obat 

dan kosmetik. Peredaran produk tersebut dilakukan 

secara ilegal umumnya dengan sasaran para remaja 

yang bertujuan untuk disalahgunakan. Kasus 

peredaran obat ilegal masih cukup marak di wilayah 

NTB. Meskipun kasus tersebut telah diproses secara 

hukum namun, sanksi terhadap para pelaku belum 

memberi efek jera kepada pelaku. BBPOM di 

Mataram bekerja sama dengan penegak hukum 

khususnya kepolisian dalam pemberantasan 

peredaran produk ilegal dan penyalahgunaan obat. 
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Meningkatnya promosi dan Iklan. Meningkatnya 

promosi dan iklan berbagai produk yang cenderung 

berlebihan melalui berbagai media seperti media 

cetak, elektronik maupun media sosial, akan 

memepengaruhi daya tarik atau persepsi masyarakat 

terhadap produk tersebut. Informasi mengenai 

produk yang disampaikan melalui iklan pada 

umumnya berlebihan dan menyesatkan sehingga 

konsumen membeli produk karena pengaruh iklan 

bukan kebutuhan. Menyadari hal tersebut,dalam 

rangka melindungi masyarakat dari informasi yang 

menyesatkan, Balai Besar POM di Mataram selalu 

melakukan pengawasan iklan/promosi secara ketat. 

Penyuluhan melalui KIE kepada masyarakat juga 

terus dilakukan supaya masyarakat mampu 

melindungi diri sendiri dari obat dan makanan yang 

beresiko kepada kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    Pelantikan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional 
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Gambar 1.3. Struktur Organisasi BBPOM di Mataram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 14 tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

yang kemudian diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan, Balai Besar POM di Mataram memiliki struktur sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTUR 
ORGANISASI 
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Gambar 1.4. Struktur Organisasi Loka POM Bima 

Gambar 1.4. Tugas dan Fungsi Bidang dan Jabatan Fungsional 
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Bidang Pengujian 

 
Bidang Pemeriksaan 

Bidang Infokom Bidang Tata Usaha 

Bidang Penindakan Bidang Jabatan 

Fungsioonal 

Bidang melaksanakan kebijakan 

operasional di bidang pengujian kimia 

dan mikrobiologi Obat dan Makanan 

 

Bidang melaksanakan kebijakan operasional di 

bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas 

produksi dan/atau distribusi Obat dan 

Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan 

kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan 

contoh (sampling) produk Obat dan Makanan 

Bidang melaksanakan melaksanakan 

kebijakan operasional di bidang 

pengelolaan komunikasi, informasi, 

edukasi, dan pengaduan masyarakat serta 

penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja 

sama di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan 

Bidang melaksanakan 

koordinasi penyusunan 

rencana program dan 

anggaran, pengelolaan 

keuangan dan barang milik 

negara, teknologi informasi 

komunikasi, evaluasi dan 

pelaporan, urusan 

kepegawaian, penjaminan 

mutu, tata laksana, 

kearsipan, tata persuratan 

serta kerumahtanggaan 

 

Bidang melaksanakan melaksanakan 

kebijakan operasional di bidang penindakan 

terhadap pelanggaran ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan 

 

Bidang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan 

Khusus Loka POM Bima, Kepala Loka POM Bima langsung 

membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang 

selanjutnya menjalankan tugas sesuai jabatan 

fusngsionalnya masing-masing. 
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Analisis Lingkungan Strategis 
 
 
 

Kondisi Internal dan Eksternal 

 
 
 

Luas tanah 3.855 m2   

Luas bangunan 3.325 m2 

Status kepemilikan tanah 521 m2 (sertifikat nomor 5676985) 

Luas Tanah 3.334 m2 milik Pemda Provinsi NTB 

Luas Laboratorium  1.525 m2 

Luas Penyelenggara Administrasi 1.604 m2 

Luas Aula Besar 192,5 m2 

Gedung 

Rumah Dinas 

Luas Tanah 250 m2 

Luas bangunan 200 m2 

Sumber Air 

PDAM dan sumur 

Sumber Listrik 

187,5 KVA (dari dua induk) 

100 KVA (generator) 

16.5 KVA (Loka POM di Bima) 

Loka POM di Bima 

Luas tanah 4.719 m2   

Luas bangunan 416 m2 

Kendaraan 

Operasional 

• kendaraan roda empat, 

11 unit (6 unit mobil 

operasional, 4 unit 

mobil laboratorium 

keliling dan 1 unit mobil 

penindakan) 

• kendaraan roda dua, 4 

unit 

Telekomunikasi 

• 3 line telepon 0370) 

622297, (0370) 621926 

dan FAX (0370) 628033 

• 1 line telepon (0370) 

6647512 (Loka POM di 

Bima) 
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Email 

bpom_mataram@pom.go.id 

bpom_mtrm@yahoo.com 

bpom_mataram@yahoo.co.id 

lokapomdikabbima@gmail.com 

(Loka POM di Bima) 

 

Layanan Internet (24 jam) 

VPN 2 Mbps 

Indihome 2 line masing-masing 

40 Mbps dan 100 Mbps 

 

 

QMS ISO 9001:2015 

BBPOM di Mataram 

telah menerapkan QMS 

sejak tahun 2011 

 

OHSAS 18001:2007 

BBPOM di Mataram 

telah menerapkan sitem 

manajemen K3 sejak 

tahun 2013 

Laboratorium Terakreditasi 

Laboratorium telah terakreditasi menerapkan 

sistem manajemen mutu di laboratorium sesuai 

ISO/IEC 17025 : 2017 dengan ruang lingkup 

akreditasi pengujian Obat dan Makanan 

 

 

 

No. Jenis Belanja Pagu DIPA Realisasi (Rp) Realisasi (%)

1 Pegawai 11.580.947.000 11.517.113.094 99,45

2 Barang 19.637.189.000 19.014.513.463 96,83

3 Modal 4.147.054.000 4.091.321.700 98,66

Total 35.365.190.000 34.622.948.257 97,90

Anggaran T.A 2019 
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Alamat 

Jl. Catur Warga, Mataram 

Tim., Kec. Mataram, Kota 

Mataram, Nusa Tenggara 

Bar. 83121  
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Gambar 1.5. Infografis Profil SDM BBPOM di Mataram dan Loka POM Bima 
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Gambar 1.6. Infografis Lingkungan Eksternal (Geografis dan Demografis) Provinsi NTB 
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Profil Sarana Produksi dan 
Distribusi 
 
 
 

BBPOM di Mataram memiliki 761 

sarana Produksi dan 5.145 sarana 

Distribusi di wilayah pengawasan 

Provinsi NTB. Pengawasan sarana 

khusus di wilayah Bima dan Dompu 

dilakukan oleh Loka POM Bima.  

 

Sebaran sarana masih terkonstrasi di 

Pulau Lombok dan sisanya di Pulau 

Sumbawa. Dimana untuk 

melaksanakan pengawasan, BBPOM  

di Mataram memanfaatkan sarana 

transportasi darat, laut dan udara 

 

Masa tempuh di Pulau Lombok 1 

sampai dengan 5 jam. Sedangkan 

Pulau Sumbawa mencapai 6 jam – 12 

jam, atau menggunakan transportasi 

udara sekitar 1 jam.  

 

Lama proses Pengawasan di Pulau 

Lombok memerlukan waktu 2 – 3 

hari dan Pulau Sumbawa diperlukan 

waktu 3 - 5 hari. 

 

Gambar 1.7. Grafik Sarana Produksi di Wilayah Provinsi NTB Tahun 2019 

Gambar 1.8. Grafik Sarana Distribusi di Wilayah Provinsi NTB Tahun 2019 
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Sebagai pedoman pelaksanaan pencapaian indikator program kerja, BBPOM di Mataram 

menyusun Rencana Strategis 2015- 2019. Rencana Strategis 2015 – 2019 telah direview 

dan dilakukan revisi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala BBPOM di Mataram 

nomor HK.06.02.107.02.19.358 tanggal 28 Februari 2019 tentang Revisi Renstra Tahun 

2015 – 2019 BBPOM di Mataram. Revisi Renstra BBPOM di Mataram Tahun 2015 – 2019 

memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan serta program dan kegiatan yang mengacu 

kepada Renstra Badan POM Tahun 2015 – 2019 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan 

fungsi BBPOM di Mataram sebagai UPT di Provinsi NTB.  Dalam menentukan indikator 

program dan kegiatan, BBPOM di Mataram telah mempertimbangkan permasalahan 

internal dan eksternal, potensi, peluang serta kendala yang ada di Provinsi NTB yang 

mungkin akan terjadi dalam kurun waktu tersebut. 

 

 

 

Rencana  
Strategis 

Rencana Strategis  
Tahun 2015 - 2019 

Perjanjian Kinerja (PK) 
Tahun 2019 
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Tujuan  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana Strategis  
Tahun 2015 - 2019 

Perjanjian Kinerja (PK) 
Tahun 2019 



 

 
19      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai pilar terbawah dari upaya pencapaian Visi,  BBPOM di Mataram tahun 2019 telah menetapkan 6 (enam) 

sasaran strategis dengan 16 (enam belas) indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Pencapaian indikator 

dan target kinerja merupakan tolak ukur efektifitas dan efesiensi kegiatan-kegiatan BBPOM di Mataram yang 

direncanakan dan dilaksanakan dalam tahun 2019.   

 

 

 

 

Balai Besar POM di Mataram mengawasi komoditas dengan memiliki resiko tinggi yang mana tidak ada toleransi 

terhadap standar keamanan, khasiat, dan mutu. Pengawasan harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik, 

tidak hanya parsial kepada produk yang telah beredar di masyarakat. Seluruh mata rantai pengawasan harus 

dideteksi secara dini dan diantisipasi sesegera mungkin apabila ditemukan penurunan mutu, produk sub standar, dan 

hal-hal lain yang akan merugikan masyarakan selaku konsumen. 

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Mataram merupakan suatu proses yang 

komprehensif yang terdiri dari:  

a. Pertama, penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar 

untuk dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Balai Besar POM di Mataram melakukan pemeriksaan 

sarana produksi dalam rangka penerbitan surat rekomendasi sebagai kelengkapan untuk memperoleh nomor 

izin edar produk Obat dan Makanan.  

 

 

 

 

Sasaran Strategis 
 
 
 
 

Terwujudnya Obat dan Makanan yang 

Aman dan Bermutu di Provinsi NTB Sasaran Strategis 1 

Rencana Strategis  
Tahun 2015 - 2019 

Perjanjian Kinerja (PK) 
Tahun 2019 
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Tabel 2.1. Indikator dan Target Sasaran Strategis 1 

 

 

b. Ke-dua, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, 

khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan cara sampling produk Obat 

dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, 

pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-

market dilakukan secara nasional dengan terpadu, konsisten, dan terstandar.  

c. Ke-tiga, pengujian laboratorium. Sampling produk dilaksanakan melalui gabungan antara metode 

purposive target dengan pendekatan analisis risiko dan acak/random, kemudian diuji melalui 

laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar 

keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang 

digunakan untuk menetapkan produk yang tidak memenuhi syarat.  

d. Ke-empat, penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Penegakan hukum dilaksanakan melalui 

pemberian sanksi administratif maupun pidana. Pemberian sanksi administratif seperti penarikan 

dari peredaran, pencabutan izin edar, dan penyitaan untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk 

pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum 

pidana. 

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah dan fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan 

Makanan, sehingga diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang 

profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, 

berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis 1, maka ditetapkan 

6 (enam) indikator beserta target (tabel 2.1). 

 

 

 

 

 

No Indikator Target 

1 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram 71.00 

2 Persentase obat   yang memenuhi syarat 94.0 

3 Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat 60.00 

4 Persentase  Kosmetik yang memenuhi syarat; 80.00 

5 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat 80.00 

6 Persentase makanan  yang memenuhi syarat. 71.00 

Rencana Strategis  
Tahun 2015 - 2019 

Perjanjian Kinerja (PK) 
Tahun 2019 
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Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan SisPOM terdiri dari tiga pilar pengawasan, yaitu pemerintah, pelaku 

usaha, dan masyarakat. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya 

merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah 

ditetapkan pemerintah sebagai regulator untuk menghasilkan produk yang aman, bermanfaat, dan bermutu dalam 

rangka perlindungan bagi masyarakat.  

Pengawasan oleh pelaku usaha harus dilakukan dari hulu ke hilir, yang dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses 

produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha berkewajiban untuk 

menjamin produk Obat dan Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk memenuhi syarat (aman, 

berhasiat/bermanfaat, dan bermutu), dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan, antara lain diatur 

dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 71 ayat 1. Balai Besar POM di Mataram sebagai 

representasi sisi pemerintah memiliki tugas untuk penerapan kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan agar 

senantiasa dipatuhi oleh pelaku usaha. Meningkatnya kapasitas serta komitmen pelaku usaha dalam memberikan 

jaminan produk dengan mengikuti regulasi yang berlaku akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan 

Makanan.  

Pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen memiliki peran yang sangat strategis. 

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus digalakkan dan 

ditingkatkan.  Dengan demikian, masyarakat akan mampu melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat di 

sekitarnya dari produk yang beresiko terhadap kesehatan. 

Usaha dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dilakukan oleh Balai Besar POM di Mataram 

melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). 

Sasaran strategis 2 diukur dengan dua indikator dan target seperti pada tabel 2.2.  

 

 

 

No Indikator Target 

1 Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di 

Wilayah Kerja BBPOM di Mataram. 

61.00 

2 Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman 

di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram 

66.00 

Meningkatknya Kepatuhan Pelaku Usaha dan 

Kesadaran Masyarkat terhadap Keamanan, 

Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah 

Kerja BBPOM di Mataram 

Sasaran Strategis 2 

. 

Tabel 2.2. Indikator dan Target Sasaran Strategis 2 

Rencana Strategis  
Tahun 2015 - 2019 

Perjanjian Kinerja (PK) 
Tahun 2019 
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Salah satu prinsip dalam SisPOM yang berisi 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan adalah terkait pengawasan 

oleh masyarakat, Balai Besar POM di Mataram berupaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal 

pengawasan Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Mataram secara aktif berbagi pengetahuan kepada masyarakat 

melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam berbagai forum dan media, dalam rangka 

mewujudkan tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi. 

Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman, diharapkan 

akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan 

yang tidak memenuhi syarat. 

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 diukur dengan 1 (satu ) indikator dan target seperti pada tabel tabel 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Indikator Target 

1 
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah 

Kerja BBPOM di Mataram 
61.00 

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat 

dan Makanan Aman di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram 
Sasaran Strategis 3 

Tabel 2.3. Indikator dan Target Sasaran Strategis 3 

Rencana Strategis  
Tahun 2015 - 2019 

Perjanjian Kinerja (PK) 
Tahun 2019 

   
   Kepala Balai BBPOM di Mataram melakukan KIE kepada Masyarakat 
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Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan yang bersifat komprehensif (full spectrum) mencakup 

standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan 

pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat 

dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai 

Besar POM di Mataram mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Dengan memperhatikan situasi tersebut, 

perlu disusun suatu strategi yang mampu menangani kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Mataram.  

Tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin meningkat, sementara sumber daya yang dimiliki bersifat 

terbatas, oleh karenanya perlu ada prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu, pengawasan Obat dan 

Makanan didesain berdasarkan analisis risiko supaya mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki 

secara proporsional guna mencapai visi, misi dan tujuan. Melalui strategi dan perencanaan yang tepat, pengawasan 

Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Mataram pun akan meningkat, seperti melalui 

peningkatan koordinasi lintas sektor baik dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun lintas sektor 

lainnya. Mitigasi risiko telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Mataram dalam seluruh proses bisnisnya dan 

senantiasa meningkatkan koordinasi lintas sektor. 

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis 4, maka ditetapkan 5 (lima) indikator beserta target (tabel 2.4). 

 

 

 

 

 

No Indikator Target 

1 Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Nusa Tenggara Barat 100.00 

2 
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja 

BBPOM di Mataram 
50.00 

3 
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja 

BBPOM di Mataram 
50.00 

4 
Persentase  keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 
83.00 

5 
Rasio tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan di  di wilayah Kerja BBPOM di 

Mataram 
50.00 

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan 

Makanan Berbasis Risiko di Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Sasaran Strategis 4 

Tabel 2.4. Indikator dan Target Sasaran Strategis 4 

Rencana Strategis  
Tahun 2015 - 2019 

Perjanjian Kinerja (PK) 
Tahun 2019 
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Sebagai salah satu destinasi unggulan 

di Indonesia, wilayah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat sangat rentan terjadi 

peredaran produk ilegal. Data empat 

tahun terakhir menunjukkan 

peredaran produk ilegal telah terjadi 

di seluruh Provinsi NTB dengan total 

79 kasus. 

Melihat kondisi tersebut, maka 

diperlukan penegakan hukum yang 

progresif dalam menangani kasus 

terkait obat dan makanan. Penegakan 

hukum didasarkan kepada bukti 

pelanggaran terhadap undang-

undang dan peraturan yang berlaku. 

Kerjasama lintas sektor sangat 

dibutuhkan untuk mewujudkan 

proses penegakan hukum yang 

efektif. 

Untuk mengukur pencapaian sasaran 

strategis 5, maka ditetapkan 1 (satu) 

indikator beserta target (tabel 2.5). 

 

 

 

 

 

No Indikator Target 

1 
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II  di Wilayah Kerja BBPOM di 

Mataram 
70.00 

Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat 

dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram 
Sasaran Strategis 5 

Tabel 2.5. Indikator dan Target Sasaran Strategis 5 

Rencana Strategis  
Tahun 2015 - 2019 

Perjanjian Kinerja (PK) 
Tahun 2019 

  Sosialisasi Penguatan Kerjasama Pengawasan Obat dan Makanan   
  bersama Korem 162 Wirabhakti 

  Penandatanganan Komitmen Bersama RB pada acara 
  Internalisasi Implementasi RB 
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Tabel 2.6. Indikator dan Target Sasaran Strategis 6 

 

 

 

 

 

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good  governance) seperti yang termuat dalam RPJMN 2015-

2019, Balai Besar POM di Mataram berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area 

perubahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek 

keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Hal ini 

diwujudkan dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani dan berkinerja tinggi sehingga kualitas 

pelayanan publik Balai Besar POM di Mataram akan terus meningkat.  

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk 

memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2015-

2019, Balai Besar POM di Mataram berupaya untuk mendukung peningkatan hasil penilaian eksternal Badan POM 

meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Dalam upaya perkuatan kapasitas kelembagaan, BBPOM di Mataram 

telah secara konsisten menerapkan sistem manajemen mutu yang terstandar dan tersertifikasi oleh pihak eksternal 

seperti ISO 17025, ISO 9001 dan OHSAS 18001. Selain perbaikan tata manajemen, BBPOM di Mataram juga 

melakukan pengawasan yang melekat kepada pegawai melalui penerapan sistem akuntablitas instansi pemerintah 

seperti yang diamanatkan Inpres Nomor 14 Tahun 2014, sehingga kegiatan yang akan dilakukan disusun untuk 

mencapai sasaran strategis dan visi.  

Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal, 

antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Balai Besar POM di Mataram agar 

beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, serta (iii) dukungan anggaran. 

Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis 6 diukur dengan 1 (satu) indikator (tabel 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

No Indikator Target 

1 Nilai AKIP BBPOM di Mataram 81.00 

Terwujudnya RB BBPOM di Mataram sesuai Roadmap RB 

BPOM  2015-2019 
Sasaran Strategis 6 

Rencana Strategis  
Tahun 2015 - 2019 

Perjanjian Kinerja (PK) 
Tahun 2019 
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Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2019 telah disusun dan dituangkan dalam 

Surat Keputusan Kepala BBPOM di Mataram Nomor 

HK.06.02.117.12.18.2243A tanggal 3 Desember 2018 (Lampiran 2). Dokumen 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 telah mengacu kepada Dokumen 

Renstra BBPOM di Mataram 2015 – 2019, yang memuat sasaran strategis, 

indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai di tahun 2019, dan 

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan 

anggaran tahun anggaran 2019.  

Dokumen perjanjian kinerja tahun 2019 dipergunakan sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan BBPOM di Mataram tahun 2019. Perjanjian Kinerja 

BBPOM di Mataram Tahun 2019 dituangkan dalam Pernyataan Perjanjian 

Kinerja tanggal 2 Januari 2019 . 

Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2019 memuat penugasan 

pencapaian target kinerja pada tahun berjalan dari Kepala Badan POM RI 

kepada Kepala BBPOM di Mataram. Untuk melengkapi evaluasi dan monitoring 

Perjanjian kinerja pada tahun berjalan, maka dokumen perjanjian kinerja juga 

dilengkapi dengan rencana aksi per triwulan. Rincian Perjanjian Kinerja sebagai 

berikut:   

 

 

 

Perjanjian  
Kinerja 

Rencana Strategis  
Tahun 2015 - 2019 

Perjanjian Kinerja (PK) 
Tahun 2019 
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No Sasaran Program/Kinerja Indikator Kinerja Target 

1 

Terwujudnya Obat dan 
Makanan yang aman dan 
bermutu di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat  

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar 
POM di Mataram 

2. Persentase Obat  yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat 

3. Persentase Obat  Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi 
Nusa Tenggara Barat 

4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat 

5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 

6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat 

71 

94 

60 

80 

80 

71 

2 

Meningkatnya kepatuhan 
pelaku usaha dan kesadaran 
masyarakat terhadap 
keamanan, manfaat dan 
mutu Obat dan Makanan di 
wilayah kerja Balai Besar 
POM di Mataram 

1. Indeks kepatuhan (Compliance index) pelaku usaha di bidang Obat 
dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram 

2. Indeks kesadaran masyarakat (Awareness index) terhadap Obat 
dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram 

61 

66 

3 

Meningkatnya pengetahuan 
masyarakat terhadap Obat 
dan Makanan aman di 
wilayah kerja Balai Besar 
POM di Mataram 

1. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan 
aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram 

61 

4 

Meningkatnya efektivitas 
Pengawasan Obat dan 
Makanan berbasis risiko di 
Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 

1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat 

2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi 
ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram 

3. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi 
ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram 

4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat 
waktu di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang 
dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram 

100 

50 

50 

83 

50 

 

 

 

Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2019  

Indikator dan Target Sasaran Strategis BBPOM di Mataram  
Tahun 2019 

 
 
 

Rencana Strategis  
Tahun 2015 - 2019 

Perjanjian Kinerja (PK) 
Tahun 2019 
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Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian 

indikator kinerja yang telah disepakati pada Perjanjian Kinerja. 

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara 

menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator 

sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung 

persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, 

dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah 

ditetapkan.  

Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis, 

pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase 

capaian. Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) 

indikator, maka Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) merupakan nilai 

rata-rata dari capaian seluruh indikator.  

Untuk mengukur penilaian capaian sasaran strategis maupun 

indikator sasaran strategis digunakan skala penilaian seperti 

ditunjukkan pada bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Pencapaian Indikator 
 
 

Rencana Strategis  
Tahun 2015 - 2019 

Perjanjian Kinerja (PK) 
Tahun 2019 
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 Capaian kinerja merupakan proses pengukuran kinerja yang dimaksudkan 

untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan 

gambaran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, efisiensi dan 

efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Capaian kinerja 

diukur dengan membandingkan realisasi 16 (enam belas) indikator kinerja 

utama (IKU) pada 6 (enam) sasaran strategis dengan target pada Perjanjian 

Kinerja tahun 2019. Secara ringkas capaian sasaran strategis Balai Besar 

POM di Mataram tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1. 

 

 

`  

Capaian Kinerja Organisasi Realisasi Anggaran  

CAPAIAN KINERJA 
ORGANISASI 
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Pada tahun 2019 BBPOM di Mataram telah melakukan pengukuran kinerja sasaran strategis dengan 

hasil sebagai berikut: 

1. Satu sasaran strategis dengan nilai capaian sasaran diatas 110%-120% dengan kriteria Sangat Baik, 

yaitu:  

a. Sasaran strategis 4; Meningkatnya efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (111,16%). 

2. Tiga sasaran strategis dengan nilai capaian sasaran >90% - <110% dengan kriteria Baik, yaitu: 

a. sasaran strategis 1; Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dengan nilai capaian sasaran 105,94%. 

b. Sasaran strategis 2; Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap 

keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram dengan 

nilai capaian sasaran 104,48%. 

c. Sasaran strategis 6; terwujudnya RB BBPOM di Mataram sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019 

dengan nilai capaian sasaran 95,88%. 

3. Dua sasaran strategis dengan nilai capaian sasaran >120% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan, 

yaitu: 

a. Sasaran strategis 3; Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman 

di wilayah kerja BBPOM di Mataram (120,92%), 

b. Sasaran Strategis 5; Meningkatnya efektivitas Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di 

wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram 

 

 

 

No Indikator 
Nilai Capaian 

Sasaran (%) 
Target 

1 
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat 

105.94 
Baik 

2 

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap 

keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM 

di Mataram 

99.08 

Baik 

3 
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di 

wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram 

120.92 Tidak dapat 

disimpulkan 

4 
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

111.16 
Sangat Baik 

5 
Meningkatnya efektivitas Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah 

kerja Balai Besar POM di Mataram 

123.81 Tidak dapat 

disimpulkan 

6 
Terwujudnya RB Balai Besar POM di Mataram sesuai roadmap RB BPOM 2015-

2019 

95.88 
Baik 

Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Mataram Tahun 2019 

Capaian Kinerja Organisasi Realisasi Anggaran  
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Hasil pencapaian sasaran strategis tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dapat dilihat pada 

tabel 3.2. 

 

No. Sasaran Strategis 

Tahun 2018 Tahun 2019 

Nilai Capaian 

Sasaran (%) 
Kriteria 

Nilai 

Capaian 

Sasaran 

(%) 

Kriteria 

1. 
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat 98.16 Cukup 105.94 Baik 

2. 

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran 

masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan 

Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram 82.88 Cukup 99.08 Baik 

3. 

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan 

Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram 104.42 
Memuas-

kan 
120.92 

Tidak dapat 

disimpulkan 

4. 

Meningkatnya efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan 

berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Barat 115.13 
Memuas-

kan 
111.16 Sangat Baik 

5. 

Meningkatnya efektivitas Penyidikan tindak pidana Obat dan 

Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram 100.00 Baik 123.81 
Tidak dapat 

disimpulkan 

6. 
Terwujudnya RB Balai Besar POM di Mataram sesuai roadmap 

RB BPOM 2015-2019 97.13 Cukup 95.88 Baik 

 

Kriteria Capaian Kinerja 

Terdapat perubahan  kriteria penilaian tahun 2019 dengan penilaian tahun 2019 khusunya pada 

rentang penilaian masing-masing kriteria dan penambahan satu kriteria pada penilaian tahun 2019. 

Perbandingan terhadap perubahan seperti terlihat pada bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2. Perbandingan capaian sasaran strategis tahun 2019 dan tahun 2018 

Gambar 3.1. Perbedaan Rentang Capaian Tahun 2018 dengan Tahun 2019  

Capaian Kinerja Organisasi Realisasi Anggaran  
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Pencapaian sasaran strategis  tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami 

peningkatan pada 4 (empat) sasaran strategis yaitu pada sasaran strategis 1, 2, 3 dan sasaran strategis 5 

namun pada sasaran strategis 4 dan 6 persentase capaiannya menurun, akan tetapi masih dalam rentang 

capaian dengan kriteria sangat baik pada sasaran strategis 4 dan dengan kriteria baik pada sasaran 

strategis 6. 

Hasil pencapaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Mataram tahun 2019 jika dibandingkan dengan 

3 (tiga) Balai Besar POM lainnya dalam  cluster yang sama yaitu BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di 

Palangkaraya dan BBPOM di Jayapura dapat  dilihat pada table 3.3. 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada pencapaian sasaran strategis 3, BBPOM di Mataram dan 

ketiga BBPOM lainnya melampaui terget dengan capaian melebihi 110%, pada sasaran strategis 6, 

BBPOM di Mataram dan ketiga BBPOM lain capaiannya dibawah 100% dengan kriteria baik. Pada 

sasaran strategis 1,2,4 dan 5, capaian BBPOM di Mataram dan ketiga BBPOM lainnya bervariasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Sasaran Strategis 
BBPOM di 
Mataram 

BBPOM di 
Banjarmasin 

BBPOM di 
Palangkaraya 

BBPOM di 
Jayapura 

1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu 
105.94 104.37 117.56 96.93 

2 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran 
masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan 
Makanan 

99.08 118.18 105.51 116,35 

3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan 
Makanan aman 

120.92 114.21 119.26 125.79 

4 Meningkatnya efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan 
berbasis risiko 

111.16 71.51 81.81 79.35 

5 Meningkatnya efektivitas Penyidikan tindak pidana Obat dan 
Makanan 

123.81 76.39 166.66 66.67 

6 Terwujudnya RB BBPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-
2019 95.88 91.53 92.90 91.90 

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis BBPOM di Mataram dengan BBPOM Setara 

Capaian Kinerja Organisasi Realisasi Anggaran  

   
       Kunjungan Fakultas Farmasi Muhammadiyah Mataram 
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NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

CAPAIAN KINERJA 2019 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1 Terwujudnya Obat dan Makanan 

yang aman dan bermutu di 

wilayah kerja BBPOM di 

Mataram 

1 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah 

kerja BBPOM di Mataram 

71,00 73,20 103,10 

2 Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah 

kerja BBPOM di Mataram 

94,00 98,20 104,47 

3 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di 

wilayah kerja BBPOM di Mataram 

60,00 89,60 149,34 

4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi 

syarat di wilayah kerja BBPOM di Mataram 

80,00 94,67 118,33 

5 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di 

wilayah kerja BBPOM di Mataram 

80,00 60,98 76,22 

6 Persentase Makanan yang memenuhi syarat di 

wilayah kerja BBPOM di Mataram 

71,00 59,78 84,19 

2 Meningkatnya kepatuhan pelaku 

usaha dan kesadaran 

masyarakat terhadap keamanan, 

manfaat dan mutu Obat dan 

Makanan di wilayah kerja 

BBPOM di Mataram 

7 Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di 

bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di 

Mataram 

61,00 58,80 96,39 

  8 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) 

terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja 

BBPOM di Mataram 

66,00 67,17 101,77 

3 Meningkatnya pengetahuan 

masyarakat terhadap Obat dan 

Makanan aman di wilayah kerja 

BBPOM di Mataram 

9 Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan 

Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Mataram 

61,00 73,76 120,92 

4 Meningkatnya efektivitas 

pengawasan Obat dan Makanan 

berbasis risiko di wilayah kerja 

BBPOM di Mataram 

10 Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar 100,00 100,00 100,00 

11 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di 

Mataram 

50,00 71,19 142,38 

12 Persentase sarana distribusi Obat  yang memenuhi 

ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Mataram 

50,00 55,88 111,75 

13 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di 

Mataram 

83,00 100,00 120,48 

14 Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan 

makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM 

di Mataram 

50,00 40,60 81,20 

5 Meningkatnya efektifitas 

penyidikan Obat dan Makanan di 

wilayah kerja BBPOM di 

Mataram 

15 Persentase perkara  yang diselesaikan hingga tahap II 

di wilayah kerja BBPOM di Mataram 

70,00 86,67 123,81 

6 Terwujudnya RB BBPOM di 

Mataram sesuai roadmap RB 

BPOM 2015 - 2019 

16 Nilai AKIP BBPOM di Mataram 81,00 77,66 95,88 

 

 

Tabel 3.4. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Capaian Kinerja Organisasi Realisasi Anggaran  
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Dari 16 (enam belas) indikator kinerja utama terdapat 1 indikator dengan nilai sangat baik, 7 indikator 

dengan kriteria baik, 3 indikator dengan kriteria cukup, dan 5 indikator dengan kriteria tidak dapat 

disimpulkan. Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan 

Makanan harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal dan menjadi komitmen utama sehingga 

produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan tetap terjamin aman, 

bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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Orientasi 25 CPNS BBPOM Mataram dan Loka POM di Bima 

Capaian Kinerja Organisasi Realisasi Anggaran  
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